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MOTTO :  

 

 “ Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta 

kamu berdua, Aku mendengar dan melihat."  

      Q.S Thaha: 46 
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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI KASUS 

PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 1282/PID.B/2020/PN PLG) 

 

Ria Pebriyanti 

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang 

undang Dasar 1945. Hukum yang ada seharusnya memberikan perlindungan bagi 

segenap rakyat Indonesia khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan. Pertanggunjawaban terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP. Dalam kasus pencurian 

dengan kekerasan ini, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan 

dengan cara menendang paha bagian kanan korban agar dapat mengambil harta 

benda kepemilikan korban. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) 

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian 

disertai kekerasan (studi putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg). 

2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana 

pencurian disertai kekerasan studi putusan PN Palembang Nomor 

1282/Pid.B/2020/PN Plg). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Teknik analisa data yang digunakan 

adalah analisis data secara kualitatif 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku 

tindak pidana pencurian disertai kekerasan dapat dikenakan sanksi dari perbuatannya 

berupa penjara maupun denda berdasarkan pasal 365 ayat 1 KUHP. Terdakwa harus 

dihukum dan dijatuhi pidana karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur delik dari 

Pasal yang didakwakan kepadanya. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

memutus perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan, hakim harus memiliki 

pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari  perbuatan 

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 

365 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan yakni menjatuhkan 

pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. 

Sedangkan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari nilai sosiologis sifat baik dan 

buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang 

memberatkan terdakwa, agar keyakinan hakim dalam menjatuhi pidana tidak hanya 

berdasarkan bukti-bukti yang ada. 

                  

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sedang 

melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk 

memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat 

Indonesia.1 Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan 

teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi 

dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak.2 

Kesejahteraan masyarakat pada umumnya, kebijakan penegakan hukum 

termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana juga menentukan kapan dan 

dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 

dapat dikenankan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus 

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.3 

 

  

                                                           
1 Abdoel Djamali, R, 2010, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 

1. 
2 Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2003, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 1 
3 Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, halaman 4-5 

 

 

1 



2 
 

 
 

Hukum pidana ada juga ilmu hukum pidana, yang berarti ilmu tentang 

hukumnya kejahatan, juga ilmu tentang hukumnya sendiri, dinamakan 

kriminologi. objeknya berlainan, tujuannya berbeda tetapi tetap satu yaitu pidana. 

Objek ilmu hukum pidana adalan aturan aturan hukum yang mengenai kejahatan 

atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuarmya agar dapat mengerti dan 

digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya.4  

Di dalam sistem peradilan pidana menjadi suatu istilah yang menunjukan 

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar 

pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukkan sebagai berikut: 

Criminal justice system (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai 

pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, 

peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan 

perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang 

dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil 

tertentu dengan segala keterbatasannya.5 

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain 

polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Di antara 

perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan 

sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan 

                                                           
4 Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 14 
5 Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Prenada Media 

Group, hlm 2 
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dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus 

melindungi semua orang dan keadilan (substansial) ditujukan pada orang yang 

terlanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus 

diperlakukan secara adil (fair trial) atau keadilan prosedural.6  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis 

pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut 

adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian 

dengan kekerasan (curas).” Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat.7 

Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan 

pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna 

mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian peraturan 

hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP pencurian 

biasa dan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  

Perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat 

pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan 

pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan.8  

 

                                                           
6 Ibid., hlm. 177 
7 Kara Sarah Dewi, Suardana I Wayan, Damadi Anak Agung Ngurah Yusa, (2019), 

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah 

Hukum Polda Bali, Jurnal Kertha Wicara, Vol 08, No 05, 12 – 14, diakses 20 Oktober 2022 pukul 21:00,  

dari https://garuda.kemdikbud.go.id 
8 W. A. Bonger,1977, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 88 
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Pencurian dengan kekerasan didalam kehidupan manusia merupakan 

suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan 

dapat merugikan Negara.9 Tindakan kejahatan ini disebabkan oleh banyak faktor, 

salah satunya yaitu kesulitan ekonomi para pelakunya. Jenis tindak pidana 

pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah 

di Indonesia.  

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan marak sekali di 

Indonesia.10 Berbagai macam faktor dapat menimbulkan terjadinya Suatu 

tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta 

faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan 

kriminal adalah faktor ekonomi.11 

Salah satu perkara pencurian disertai kekerasan adalah perkara yang telah 

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 

1282/Pid.B/2020/PN Plg. Pada bulan Februari 2020, Di Kota Palembang tepatnya 

di Jalan Puncak Sekuning, terdakwa Sultan Hasanudin bin Hanafi Sudirman 

mengambil sepeda motor Honda beat BG-4532-N beserta hand phone merk Xiomi 

S II warna Silver milik korban secara paksa dari korban dengan cara menendang 

paha kanan korban.  

                                                           
9 Hari Saherodji, 1980, Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta, Aksara Baru, hlm 20 
10 Tonggat, 2002, Hukum Pidana Materiil, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

hlm 13 
11 Tindakan Kriminal, (http://eprints.umm.ac.id/37856/2/jiptummpp-gdl-adityaghul51263-2-

babi.pdf,) Diakses pada 12 Oktober 2022, pukul 20.50 
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Dalam perkara tersebut atas nama Sultan Hasanudin bin Hanafi Sudirman 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan 

tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk membahas secara singkat dan sederhana dengan judul 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI KASUS 

PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 1282/PID.B/2020/PN PLG)” 

 

B. Permasalahan   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi 

permasalahan sehubungan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 

1282/Pid.B/2020/PN Plg)? 

2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Putusan PN Palembang 

Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg)? 
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C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

1. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian 

Disertai Kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 

1282/Pid.B/2020/PN Plg)”. Penulis terfokus pada pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi 

Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg) dan dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam perkara pelaku tindak pidana pencurian 

disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN 

Plg). 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan PN 

Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg). 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam perkara pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi 

Putusan PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg). 
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D. Kerangka Konseptual  

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep 

yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti 

untuk menjelaskan secara sistematif teori yang digunakan dalam penelitian : 

1. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan 

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 

perbuatannya itu.12 

2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, 

dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 

ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, baik itu 

merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa 

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut 

timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.13 

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh 

aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana 

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu 

strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang 

berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-

                                                           
12 Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Cetakan 

Pertama, Ghalia Indonesia, hlm 33 
13 Sudarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm 115 
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Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang 

sama.14 

4. Pencurian  dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa 

izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.15 

5. Kata kekerasan juga setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris 

yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam 

bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. 

Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka 

kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.16 

6. Studi Kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. 

Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan 

longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang 

disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis 

dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan 

pelaporan hasilnya.17 

7. Putusan Pengadilan adalah Putusan hakim atau lazim disebut dengan 

istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau 

                                                           
14 Muhammad Nurul Irfan, 2009, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh 

Jinayah, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hlm  31 
15 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 112-

114 
16 Soejono Sukanto, 1987, Kriminologi (Pengantar Sebab‐sebab kejahatan), Bandung, Politea, 

hlm 125 
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus, Diakses Pada 26 November 2022 Pukul 21,15 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus
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dinanti-nantikan oleh pihakpihak yang berperkara guna menyelesaikan 

sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.18 

 

E. Metode Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (studi kasus Putusan PN 

Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg), maka jenis penelitiannya adalah 

penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumuplan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara 

lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Hakim 

Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, 

                                                           
18 Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta, PT Rineka Cipta, 

hlm 124 
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artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang 

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

bahasa, ensiklopedia dan lainnya. 

2. Teknik Pengelola Data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan 

data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan 

kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi 

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga 

terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. 

3. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang 

bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan yang bersifat umum.19 

 

 

 

 

                                                           
19 Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

hlm 129 
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F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab.  I.  Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, 

kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan. 

Bab.  II. Tinjauan Pustaka 

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai 

Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencurian Disertai   

Kekerasan, Kriminalitas, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak 

Pidana Pencurian Dengan Kekerasan , Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Pencurian Disertai Kekerasan. 

Bab.  III. Pembahasan 

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus 

menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana  pencurian 

disertai kekerasan (Studi Putusan PN Palembang Nomor 

1282/Pid.B/2020/PN Plg). Dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

perkara pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Studi Putusan 

PN Palembang Nomor 1282/Pid.B/2020/PN Plg). 
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Bab.  IV.  Penutup 

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang 

diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.  
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